SALINAN

GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi
untuk penyederhanaan birokrasi, perlu menyesuaikan
dengan sistem kerja pada Instansi Pemerintah;

b. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun
2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk
Penyederhananaan Birokrasi, dan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, perlu mengubah Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 109 Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Timur;

Mengingat: . . .
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Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6868);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

6. Peraturan . . .
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Menetapkan :

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 184);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 11 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 116);

9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 109 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 109 Seri E);

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 109
TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa
Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor
109 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan . . .
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1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Jawa Timur.

5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Jawa Timur.

6. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi.

7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil

Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi.

2. Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB II
KEDUDUKAN

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan
terhadap DPRD dan pemberian dukungan terhadap
tugas dan fungsi DPRD.

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris yang
secara teknis oprasional berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan
secara administratif bertanggungjawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Bagian . . .
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(3) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
DPRD.

(4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian.

Di antara BAB Il dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab, yakni
BAB IIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB ITA
SUSUNAN ORGANISASI

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Bagian Umum, membawahkan:

1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

b. Bagian Program dan Keuangan, membawahkan
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana:

c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,
membawahkan Kelompok Jabatan Fungisonal dan
Pelaksana; dan

d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan,
membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan

Pelaksana.

Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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10.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai
tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang
tenaga fungsional dan tenaga pelaksana masing-
masing berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
sejumlah tenaga fungsional dan tenaga pelaksana
yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional dan
pelaksana sesuai dengan bidang keahliannya.

Ketentuan BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

BAB VI
JABATAN

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 12

(1) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama yang disetarakan dengan eselon Il.a.

(2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari
Pegawai ASN atas persetujuan pimpinan DPRD
setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

(3) Kepala Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (3) merupakan jabatan Administrator yang
disetarakan dengan eselon Ill.a.

(4) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) merupakan jabatan Pengawas yang
disetarakan dengan eselon IV.a.

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A
Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh
Gubernur dari Pegawai ASN atas persetujuan pimpinan
DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
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Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Juni 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH., M.Si.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 14 SERI E.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP 19690129 199303 2 001
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